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PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR -ﬁ{ TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR §
TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Menimbang

Mengingat

KEUANGAN DAERAH KOTA KEDiRG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

k2

WALIKOTA KEDIRL,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuvangan Pimpinan dan
Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003
tentang Pengelolaan dan Perfanggungiawaban Keuangan Daerah Kota
Kediri perhu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Dacrah Kota Kedin Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Kedir.

. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daeran-Dacrah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawn Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Undang - Undang Nomor {8 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi
Daersh sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);
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Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 42886);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 temtang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-umdangan (Lembaran Negarma Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembanan Negara Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomeor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Megara Tahun 2000 Nomeor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Perpturan Pemeriniah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomer 201, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
Peraturan Pemerintah Nemor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggunpiawaban Keuangan Daerah (Lembaran Nepara Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungiawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203,
Tambahan Lembaran Negara Nomeor 4023 );

Peraturan Pemenntah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah {(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4024);
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|6, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Carma
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomeor 209, Tambahan Lembaran Negam Nomor 4027);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angpota Dewan Perwakilan
Rakvar Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomeor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungiawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

19, Peraturan Daersh Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertangguniawaban Keuangan Daerah Kota Kediri.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERANH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2005

- TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH KOTA KEDIRL

Pasal [
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kedin Nomor 3 Tahun
2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daemah Kota
Kediri ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3/A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 21

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah

atau Komist atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat

Kelengkapan Lainnya yang diperiukan, diberikan tunjangan alat

kelengkapan sebagai berikut -

a. Ketua sebesar 7.5 % (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRDy;

¢. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dan Tunjangan Jabatan Ketua
DERD;,

d. Anggota 3 % (tiga persen)dart Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Pimpinan dan Anggota DPRID beserta keluarganya dibernikan jaminan
pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi
kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah
Dagerah,

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan
pemeliharaan kesechatan yaitu suami atau isten dan 2 (dua) orang
anak.

(3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk biava general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APBD.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 27

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah
Jabtan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRD, kepada vang
bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagraimana dimaksud pada avat (1), diberikan
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai

tanggal pengucapan sumpah/janji.
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(3) Pemberian umjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta
standar harga setempat yang beriaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

4. Penjelasan Pasal 28 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.

5. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai
berikut
Pasal 31

(1) Belanja Penunjang Kepiatan disediakan untuk mendukung kelancaran
tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
(2) Belanja penunjang kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
(3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegmatan :
4 rapat-rapag
b. kunjungan kerja;
¢. penyiapan rancangan perafuran daerah, pengkajian dan
penelaahan peraturan daerah;
d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
e. koordinesi dan konsultasi kepiatan pemerintahan dan
kemasyarakatan,

6. Diantara Bab [V dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab, yakm Bab 1V A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 31 A

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD vang terdiri atas belanja
penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan
Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan-
kegiatan DPRD vang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud avat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 17 dianggarkan
dalam pos DPRD.
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(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut dalam
ketentuan Pasal 27 dianggarkan dalam pes DPRD.

{(4) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal
235, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 serta belanja Penunjang Kegiatan
DPRD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dianggarkan
dalam pos Sekretariat DPRD yang diuratkan kedalam jenis belanja
sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa,
c. Belanja Pegalanan Dinas;
d. Belanja Pemeliharaan;

e. Belanja Modal.

(5) Pengelofaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretans DPRD
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 1l
Peraturan Daerah 1ni mulai berlaku pada tanggal dundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahwinya, memenntahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 - 2~ - 2006

LIKOTA KEDIRI,

- PIUNDANGRAN DALAM LEMBARAN DAERAH |
KOTA KEDIRI

|_I_H!'N SERl  PADA TGL.  NO. ¢ j H, A. MASCHUT
diundangkan di Kedirl
pada tanggal - R - G006

SEXKRETARIS D H KOTA KEDIRI

NIP. 510 050 353
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR /1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3
TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERK { ANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH KOTA KEDIRI

L UMUM

Berlakunya Perawran Daerah Kota Kedin Nomeor 3 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Kediri memang masih
seumur jagung, akan tetapi dengan adanya perubahan pada Peraturan Pemernintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005, menjadi alasan perlunya dilakukan pernbahan Peraturan Daerah
dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota
Kedir.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kedirt Nomor 3 Tahun 2005 sekaligus
dilakukan untuk lebih menjsmin kepsstian dan ketettiban hukum, memberikan rasa
keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul, juga untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kota Kediri.

. PASAL DEMI PASAL
Pasal [
Angka 1
Pasal 21
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 23
Avat (1)
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan™ adalah
upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan
dan pemulihan kesechatan. Besarnva premi asuransi bagi
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Pimpinan dan Anggota DPRD paiing tinggi sama dengan
besarnya premi asuransi Walikota.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan suami atau isteri adalah 1(satu)
orang suamij atau 1 (satu) orang isteri,
Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak

angkat.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas,

Angka 3
Pasal 27

Cukup jelas

Angka 4
Pasal 28

Avat (1)
Pakatan Dinas beserta atnbutnya terdini atas
a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam |
(satu) tahun;
b. Pakaian Sipif Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1
{satu) tahun;
¢. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam
5 (lima) tahun;
d. Pakaian Dinas Harian disediakan 1 (satu) pasang dalam ]
o (satu) tahun;
Ayal(2)
Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian
dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan
dan kewajaran.

Angka 5
Pasal 31
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 32 A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat{2)
Cukup jelas.
Avyat {3)
Cukup jelas.
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Pasal 11
i Cukup jelas.

Avat (4)

Yang dimaksud dengan “diuraikan kedalam jenis belanja”
adalah sebagai berikut

d.

Ayat(5)

Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja
gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai
dengan golongan jabatan.

Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja
barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor,
Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan
Pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan,
konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas
dan ongkos kantor lainnva.

Belanja perjalan dinas yaitu belanja perjalanan
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka
melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan
rakyat daerah baik didalam daerah maupun keluar
dacrah yang besarnya discsuaikan dengan standar
perjalanan Dinas pegawai Negeri Sipil tingkat A yang
ditetapkan oleh Walikota.

Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana
dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretaniat
DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas
Angpota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan
DPRD.

Belanja modal antara  lain  untuk  kebutuhan
pembangunan/perluasan/penambahan pedung
kantor/rumah  jabasian/mumah dinas, pengadaan
perlengkapan/ peralatan rumak jabatan Pimpinan
DPRD dan /atau wumah dinas Anggota DPRD,
perlengkapan/periatan  kantor, pengadaan kendaraan
dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai
kekavaan daerah

Cukup jelas.




